BUPATI KARANGANYAR'
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 91 TAHUN 2019
| ER | TENTANG R
: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN , RN
;‘KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN__ R
| R ﬂ PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 3 :

: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

- BUPATI KARANGANYAR, .~
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13:‘;} : -
~ ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 6
" ayat (5), Pasal 17 ayat (5), Pasal 19 ayat (5), Pasal 35
ayat (5), “Pasal 40, Pasal 42 ayat @, darvx'Pasal 43i

P ffvayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) Peraturan
L Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor9 Tahun 2018_'}

Pengembangan: ,'

L fg:tentang Pembmaan dan N

v,‘-:;_vvjperpustakaan perlu menetapkan Peraturan Bupat1

- vr"lv”':,:tentang Petun_]uk Pelaksanaan“_Peraturan Daerah.f N

f.ﬂlvaabupaten Karanganyar Nornor 9 Tahun 2018‘_ B

k vtentang Pembmaan | dan Pengembangan 2 -_

SRR S A »E':;"-J.Perpustakaan, Lo - : ; SR L
- Mengmgat 1 Undang—Uhdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
S T ;}':Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
AR Llngkungan Prov1n31 Jawa Tengah SR
o Undang—Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang . --}-f{":

e B Pengamanan Terhadap Barang—barang Cetakan ;

o A yang Ismya dapat Mengganggu Ketertlban Umum'ff:f ke

I - ",‘"(Lembaran Negara Repubhk Indonesm “Tahun  ; "}"
:,1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negarai{jf?
e Repubhk Indone31a Nomor 2533), o LR




3. {-"_Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang,._"f.i;“t )

‘-Serah Sunpan Karya Cetak dan Kaxya Rekam";:v B

SN (Lembaran Negara Repubhk Indones1a ‘Tahun

1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara'; o

o ?_:‘»Repubhk Indonesm Nomor 3418),

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
. : :ﬁ'}f»jf_':.Slstem Pendldikan Nasmnal (Lembaran Negara:‘:‘»' o
“‘: Repubhk Indonesm ’l‘ahun 2003 ‘Nomor 78, -
. ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema - o

 Nomor4301); T, L
o Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang’ h

Perpustakaan (Lembaran Negara Repubhk o
 Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan -

o -}>7}'Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor”-
CaTTa)y | | S

' Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara

" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

s 'bTambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a o

" Nomor 5587) sebaga.unana telah dlubah

v}‘.’i‘::ff”beberapa kah terakhlr dengan Undang—Undang_ : 3, =

, j‘ Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua‘ I
| ,"atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 '
" ’tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara S
. Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58 il

L _Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a f |

~ Nomor 5679),

..,‘I‘},gperaturan Pemenntah Nomor 70 Tahun 1991’_‘ G

‘ - tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 4}} ,-
o ,_._'Tahun 1990 tentang Serah Slmpan Karya Cetak‘n' o
0 dan Karya Rekam (Lembaran Negara Repubhk_ -

O :--'vv_‘v'vIndoneSIa Tahun 1991 Nomor 48 Tambahan o

R 'ﬂvLembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor_ o

; 5{]3457Lt,5,



- ,.’Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 1999 ”
_.”,.‘tentang Pelaksanaan Serah Sunpan dan
Pengelolaan Ka.tya Rekam Fllm Centa atali Fﬂm’:' o
= Dokumenter | (Lembaran | Negara Repubhk T
Indones1a Tahun 1999 Nornor 41, Tambahan -
Lembaran Negara Repubhk Indoneswl Nornor‘
'93820L | RS
Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 .
}} . tcntang Standar Nasmnal Pendldxkan (Lembaran_'.. : -
,“Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005 Nomor‘:?, o
‘41, Tambahan Lembaran Negara Republlkv”b_;
: ‘:Indones1aNomor4496), o S .
‘,:Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2014 S
= tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 - EEN

y "”a’vv',:‘Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran*"'

- Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014 Nomor i

11,
. Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

L 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o
: ’-Indonesm Nomor 5531), .

Peraturan Daerah Provmsx Jawa Tengah Nomor 1 f

o Perpustakaan d1 Prov1ns1 Jawa 'l‘engah (Lembaran”‘

o :Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomorv w
| 1, Tambahan Lembaran Daerah Provxnsx Jawa‘ .

- Tengah Nomor 61],

 Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan
o Pemenntahan (Lembaran Daerah Kabupaten
.Karanganyar “Tahun 2017 Nomor 4, ’l‘ambahan

Peraturan : Daerah Kabupaten Karanganyar" : '

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar .
o Nomor72),_.,_ S Co
" Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan:‘
_.;Pengembangan Perpustakaan (Lembaran Daerah»" o

"Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar:'}]}» -

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 9, o

N ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten :

L :'Karanganyar Nomor 87), oD



 Menctalan

o :’ penyelenggara Pemermtahan ~ Daerah - yang SR

PERA’I‘URAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
_PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ST
e ‘-;‘:KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
o ”’“PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

B BABI |
KETENTUAN UMUM |

Pasal 1

o Dalam Pel' aturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

RUE . N f_f: Daerah adalah Kabupaten Karanganyar R

»;_'Pemenntah Daerah adalah Bupatl sebaga1 unsur, i o

o memxmpm pelaksanaan urusan pemermtahan

yang menJad1 kewenangan daerah otonom S S

3 Bupatl adalah Bupau Karanganyar

4."»":.5»Dmas Kear31pan dan Perpustakaan 'yang_- C

o penyelenggaraan o Pengelo}aanf : dan -

IR ,, selanjutnya dlsebut Dmas adalah Dmas_ ’

" 'ﬂKears1pan dan Perpustakaan Kabupaten
. Karanganyar. o EEETI
. .,V_Perpustakaan adalah 1nst1tus1 pengelola koleksi} :} |
t:karya tulis, Karya Cetak dan / atau Karya Rekam"

: :v‘secara profeswnal dengan srs.tem yang baku gunazl ‘_ |
_'memenuhl kebutuhan pend1d1kan penehtlan B
pelestanan, 1nforma31 dan : rekreaSI = Pal“a‘:f":v:,v‘f
'i'v,{j'.pemustaka o o | - : . ,
Koleksi perpustakaan adalah semua 1nforma31 |
fdalam bentuk karya tuhs, Karya Cetak dan/ataui: o
. Karya Rekam dalam berbaga1 medla, yang |
dxhlmpun dlolah dan dllayankan s T 1 o
standar Nas1ona1 Perpustakaan adalah kntena ” ,
vmlmmal yang dlgunakan sebagal acuan -

| pengembangan perpustakaan d1 wﬂayah hukum o
S Negara Kesatuan Repubhk Indonesm L B



. :'f"_Pemerlntah Daerah berkedudukan dl 1bukotav-_‘3- v
S Kabupaten Karanganyar atau lokas1 lain. yang::
_ ditunjuk oleh Bupatl dan dlkelola Perangkat}”

jv"‘Daerah Tekms yang berfungs1 sebagal_ .

‘Perpustakaan pembma Perpustakaan rujukan,
Perpustakaan penelman, » dan Perpustakaan
';‘?‘f 'Vpelestanan yang berkedudukan d1 1buk_ota
»..’v»_';v:_Kabupaten R . S o
S Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan N
o "{daerah yang berfung31 sebagau perpustakaani o

:}.:j'fpembma perpustakaan ru_]ukan perpustakaan'

“":',jffpenehtxan, dan perpustakaan pelestanan yang". e
T berkedudukan d1 1bukota kabupaten/kota
I '} :dlperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai".' e

| “‘fsarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa",“

-perpustakaan Umum adalah perpustakaan yan g e

s ‘f:’.vmembedakan umur, Jems kelamm, status 3031a1 S

ekonom1 ,

'}_Perpustakaan Desa/Kelurahan o 'adalah’
“perpustakaan masyarakat sebaga1 salah satu o

: [:,sarana/ medLa untuk menmgkatkan ~dan .

e mendukung keglatan Pendldlkan ‘masy arakat

o pedesaan/ kelurahan, yang merupakan bagian

}, ‘} : : | ;pendldlkan yang layanannya dlperuntukkan bag1 }; .
peserta didik, tenaga pend1d1k dan p:hak-plhak} S

‘yang berkepentmgan dengan satuan pendldlkan Claes

. [”lntegral ) dan ’ keglatan ‘pembanguna‘n '
o }‘desa/kelurahan | S
- 12 Masyarakat adalah set1ap orang, kelompok orang,-
‘atau lembaga yang berdormsﬂl di suatu wﬂayah o . |
 yang mempunyal perhatlan dan peranan da.lam o
'“'i"',”fbldangperpustakaan R .
Perpustakaan .; Sekolah/ Madrasah ’ adéiéh : L

' perpustakaan yang d1se1enggarakan oleh satuanf .

- yang bersangkutan



14. .Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang'

15.

bekerja di perpustakaan baik pustakawan
‘maupun tenaga teknis perpustakaan. |

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki

}kbmpetenvsi yang diperoleh melalui pendidikan

dan/atau pelatihan kepustakawanan serta

- mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

16.

17.

18.

19,

20.

21,

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu

perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau

lembaga yang memanfaatkan fasxhtas layanan

perpustakaan

Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca

adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang,

Vmemlcu masyarakat luas untuk berbuat sama

dalam menmgkatkan minat baca dan kebiasaan
gemar membaca.

Pendayagunaan Perpustakaan adalah upaya
penmgkatan atau pengembangan pemanfaatan

layanan dan/ atau koleksi perpustakaan secara

' éfektif dan inovatif.
Kegemaran Membaca adalah keblasaan atau

perilaku yang disukai = seseorang untuk

, mengetahm atau menambah informasi melalui

membaca . v

Koleksi Perpustakaan adalah semua mformas1
dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak dan /atau |
Karya Rekam dalam berbagai media yang

mempunyai nilai pendldlkan, yang dlhxmpun,

diolah dan dllayankan .
’Karya Cetak adalah setlap karya mtelektual

dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk:

. cetak yang diperuntukkan bagian umum.



Karya Rekam adalah setlap karya mtelektuaI o
:?fdan/atau artistik yang direkam, baik audio

maupun wsual ‘dalam bentuk analog, ‘ dlgltal -

'.'f"elektromagneuk optlkal atau sejemsnya yang e

o dlperuntukkan bag1 umum.

. Cetak dan/atau Karya Rekam dalam berbagai
.,,_:f,;’,j_fonnat dan . medla yang dnmhk1 oleh -

Kolek31 Daerah adalah semua ka.rya tuhs Kaxyav

o "‘vi,'-‘Perpustakaan di Daerah

o

»‘ Naskah Kuno adalah semua dokumen tertuhs o B -
B yang udak dlcetak atau - tldak dlperbanyak
,;-_dengan cara Ialn, vbalk yang berada d1 dalam S

 negeri maupun di luar negeri yang berumur

5 ‘;"'}"}':'palmg rendah 50 (hma puluh) tahun, dan yang
mempunyal mlal penting bag1 kebudayaan R

o Nas1ona1 sejarah dan ﬂmu pengetahuan | N
| ;{   25 »Penghargaan adalah bentuk apres1as1 yang' o e
| ".';'::‘.’,’dlbenkan Perpustakaan Nasmnal kepada“'b

masyarakat yan telah ber_}asa dalarn ’  :

o menyxmpan merawat dan melestankan Naskah}: S

B ‘Kuno serta mendaftarkannya ke Perpustakaan

o Naswnal

Pengawasan Perpustakaan adalah Pemhkan dan

- o pengarahan kebljakan Jalannya perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu ”

vkeglatan perencanaan, pengelolaa.n, pelestarlan'

’;Vj}pengembangan pernbmaan dan pengawasan

o

BAB II R
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

‘Pembmaan dan pengembangan Perpustakaan

. dimaksudkan ‘untuk ‘meningkatkan kecerdasan

B ‘dan kese_]ahteraan masyarakat di Daerah yang -

Do berkuahtas, terlntegraSI, dan berkesmambungan



Pembmaan dan pengembangan Perpustakaan -

B bertujuan untuk

membenkan layanan perpustakaan kepada" i, |

pemustaka secara cepat. dan tepat
. memngkatkan kegemaran membaca, dan SRS
- memperluas ‘wawasan dan pengetahuan,. -
o 'untuk mencerdaskan kehldupan masyarakat ' -

('3)_»;’%' Ruang lmgkup penyele ggar an’ ’Perpustakaanb" o

o mehputl

R fPedornan Pembmaan dan Pengawasa.n, o
e b :_Pedoman Pengelolaan Perpusta.kaan Umum';_’, T
. ';Pedoman Pengelolaan Perpustakaan S L
,_.'»’Kecamatan, RO |
Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Desa/ L -
'_:"Kelurahan’ o
. Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah / s o
’”:-jMadrasah CoT _j L e
- Pembentukan Perpustakaan, L
Pembudayaan kegemaran membaca, | R
Penyerahan Jenls dan persyaratan Ka:ya"
f"Cetak dan/atau Ka_tya Rekam | o
endaftaran Karya Cetak dan/atau Kaxya"_:_’ Sl
© Rekam; | o o
.,";.vPembenéh ' serta bentukdan jems S
:‘."Penghargaan, | | )
Pembmaan dan pengawasan dan R

Sank51 admm1strat1f



BAB III

PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM ’

(1)

(2)

a.
b.

- DAERAH

Bagian Kesatu
Status Organisasi

Pasal 3 .
Perpustakaan Umum Daerah merupakan satuan
organisasi perpustakaan yang dlwadahx dalam
bentuk Perangkat Daerah Tekms yang d1p1mp1n '
oleh seorang Kepala Dinas. ,
Dinas dlplmpm oleh Kepala Dmas yangv.
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

| kepada Bupatl melalui Sekretaris Daerah

Pasa_l 4

Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

Kepala Dinas; .
Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

bidang Kearsipan, terdiri dari: |

1.  Seksi pengolahan dan pengelolaan Arsip;
dan

2. = Seksi pelayanan dan pembmaan Arsip.

bldang perpustakaan, terdiri dari:

1." Seksi pengolahan dan pengelolaan Bahan
' Pustaka melaksanakan tugas penyiapan
 bahan perencanaan perumusan dan :
- pelaksanaari kebijakan, peng‘kbordinasian,-
- pemantauéh, es}aluasi dan pelaporan

pengolahan dan  pengelolaan bahan
pustaka; dan ’



(1)

(2

2. Seksi p"elayanah‘ dan pembinaan

B Perpustakaé;n ‘melaksanakan tugés

~ penyiapan bahan perencanaan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan,

| pengkoordmasiah, pemantauan, evaluasi,

~ pelaporan pelayanan dan  pembinaan
perpustakaén.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

~ Pasal 5 | |
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu
Bupati ~ dalam  melaksanakan  urusan
pemerintahan | bidang kearsipan dan

perpustakaan yang menjadi kewénangan Daeréh

dan tugas pembantuan yang dltugaskan kepada
Daerah.- ’ ' ' .
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada aiyat
(1) mempunyai fung31 ’

a. perumusan kebijakan bldang kears1pan dan
* perpustakaan; ’ v v
b. pelaksanaan koordinasi kebl_]akan kearsxpan

- dan perpustakaan, _
C. pelaksanaan kebuakan kears1pan dan
N perpustakaan o '

d. pelaksanaan evaluasx dan pelaporan bldang
- kearsipan dan perpustakaan, ,
e. :pelaksanaan administrasi Dinas di bldang

kear31pan dan perpustakaan, v
f pelaksanaan fungsi kesekretanatan Dmas,
8. pengendahan penyelenggaraan tugas UPTD;
| dan
h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas

" dan fungsinya.



(1)

@)

(3)

Pasal 6

Sekretanat sebagaxmana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas. .

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melakukan perencanaan,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

- pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi,

pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,
hukum, ‘keuangan, aset, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, |
pelayanan administrasi.
Sekretaris sebagalmana dimaksud pada ayat (1) -

- mempunyai fungm

a. pengkoord1nas1an keglatan
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana

" dan program kerja;

c. pembinaan dan pemberian dukungan

‘administrasi yang meliputi ketatausahaan,

~ kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi; |

d. pengkoordinasian tata laksana;

pengkoordinasian dan penyusunan
peraturan  perundang-undangan serta

- pelaksanaan advokasi hukum;

f pengkoordinasian  pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan :
pengelolaan informasi dan dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/
kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan
‘barang/jasa; | ' - |

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan v

-"pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; |

dan



pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas
fungsmya ' ' -

,. Pasal 7 . |

Bldang Perpustakaan sebagalmana dlmaksud

= = ‘:dalam Pasal 4 huruf d dlplmpln oleh Kepala

o '-vBldang, berada d1 bawah dan bertanggung _]awab' R

.'--,f'vkepada Kepala Dmas

o (2) " Kepala Bldang Perpustakaan sebagaxmana - S

o ,dlmaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas”:':

"}*'ﬂperencanaan perumusan dan pelaksanaan o

e . kebl_]akan | pengkoordlnasmn, pemantauan .

o evaluas1 dan pelaporan bldang perpustakaan

'v':;‘v'dlmaksud pada ayat (1) mempunyal fungs1 Gl |

B a. penyusunan ‘kebijakan tekms pembmaan |

Kepala Bldang Perpustakaan sebagalmanai :

- pengawasan, pengembangan dan pengelolaan N

B perpustakaan, o

‘ b. pelaksanaan kebljakan teknls pembmaan

pengawasan, pengembangan dan pengelolaan _ R

o pel‘pustakaan

co pemantauan, evalua31 dan pelaporan tekms:g -
'*‘pembxnaan pengawasan, pengembangan dan. =
o pengelolaan perpustakaan, ‘dan ”

L d ‘»pelaksanaan tugas laln sesual dengan tugas -

dan fungsmya

Seks1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4
»‘__huruf d angka 1 dan angka 2 dxplmpm oleh},f |

e 'v._Kepala Sek31 yang berada dlbawah ‘dan

e »'_bertanggung Jawab kepada Kepala B1 dangf“ :

{,Perpustakaan TR

e ['_'}vdan/ atau tugas tekrus penunjang d1 lmgkungan

o ) ‘Pasal 8 ,
Untuk melaksanakan tugas tekms operasmnal»'



_ Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis

@

Daerah (UPTD). |
Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dxpxmpm oleh Kepala

~ Unit Pelaksana Teknis Daerah {(UPTD) yang

berada d1 bawah dan bertanggunglawab kepada
Kepala Dinas.

Baglan Kedua

Sumber Daya Manuma

Pasal 9 )

Tenaga Perpustakaan' terdiri atas: -

b.

W

- Pustakawan; dan ,
Tenaga tekms perpustakaan '
 Pasal 10

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud

‘dalam Pasal 9, berasal dari Aparatur Slpll Negara

‘dan Tenaga Perpustakaan lainnya.

Pengangkatan, pembmaan, promosi, pemindahan

tugas, dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan

- Umum Daerah bérasal dari Aparatur Sipil Negara

sebagazmana dlmaksud pada ayat (1), sesuai

dengan ketentuan . peraturan perundang— E

undangan

3)

Pustakawan sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal

-9, memiliki kual1ﬁkas1 akademik palmg rendah
- Diploma II (D. I bidang perpustakaan '

@
~ ayat (3)  yang berkualifikasi di bidang

J umlah Pustakawan sebagmmana dimaksud pada

‘perpustakaan dan mformam paling sedxlnt 1 {satu)

orang per 75.000 (tu_]uh puluh lima ribu)
" penduduk Daerah



g a,

»' :}’»;}dlmaksud dalam Pasal 9 pahng Sedlklt 1 (satu) -
o orang per 25 000 (dua puluh hma nbu) pendudukﬂv L _

.-Jumlah tenaga perpustakaan ‘svébagaiihé;nav,_. R

o Daerah

G
SRR profeswnal dan kompeten31 personal
o pada ayat (6) mencakup aspek pengetahuan

.qustakawan harus mem1hk1 kompetensy'f’:'f

Kompeten31 profesmnal sebagannana dnnaksud

keahhan dan 31kap kerja

_::;"ayat (6) mencakup aspek kepnbadlan dan

L sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 9 terdm atas: o

i keglatan yang ber31fat tnembantu pekexjaanf B

b “tenaga tekms perpustakaan antara lam tenaga e

Kompeten81 personal sebagaxmana dlmaksud pada’ S

- mteraks1 305131

*}';’}KuahﬁkaSI Tenaga Tekms Perpustakaanﬁ‘

a. tenaga tekrus perpustakaan merupakan;f o

o ;;tenaga non pustakawan yang melaksanakan_:j’:.:-:_" .

| fungsmnal yang dllaksanakan pustakawan:', .

dan secara tekms mendukung peIaksanaannf T

},;j fungsx perpustakaan, dan

L ~ teknis komputer tenaga tek:rus ketatausahaan S B
o dan tenaga tekms laxnnya . |

Pasal 11

o ; Setlap Tenaga Perpustakaan berhak atas o

_f penghasﬂan d1 atas kebutuhan hldup mmnnum
dan Jamman kesejahteraan sosial; e
pembmaan karler sesua1 dengan tpiﬁtiifén o
v '::‘.?pengembangan kuahtas, . | i
. kesempatan untuk menggunakan sarana,
':-T'zprasarana, dan fas111tas, dan S et
o Perpustakaan o untuk menunjang kelancaran Gl

. - :fjpelaksanaan tugas o L



Pasal 12
Tenaga Perpustakaan berkewajiban:
- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
b. menciptakan suasana Perpustakaan yang
kondusif; dan | o ,
‘c. memberikan keteladanan dan menjaga nama ba1k
lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas

‘dan tanggung jawabnya.
A . Pasal 13 :
Penyelenggara ‘perpustakaan | berkewa_]lban

_ meningkatkan kualitas Tenaga Perpustakaan melalui
pendidikan formal dan/atau non formal. - |

Pasal 14
- (1) Dalam rangka memngkatkan kuahtas pelayanan
' Perpustakaan, Pemenntah Daerah berkewajiban
memberikan  pendidikan = dan  pelatihan
Perpustakaan. B
{2) Penyelenggaraan pendxdlkan dan pelauhan
Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat bekerjasama dengan organisasi prbfesi,
atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

' Baglan Ketiga
v Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Paragraf 1

- Umum

, : Pasal 15 .

" (1) Perpustakaan Umum Daerah harus mem;hkl
Sarana dan Prasarana perpustakaan yang sesuai
dengan Ketentuan Standar Perpustakaan Nasional
dan mudah di akses. |



R 'dxmaksud pada ayat (1 palmg sed1k1t memenum o

Sarana da.n Prasarana Perpustakaan sebagan'nana o

aspek teknolog1, ergonormk > konstruk31,

R "’.v.‘f:hngkungan efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
@3

o sebagmmana dlmaksud ‘pada ayat (2] harus

Penyed1aan Sarana dan Prasarana perpustakaan '

mempertlmbangkan pemustaka ber kebutuhan -

- khusus

o _: ‘Sedlklt berupa perabot dan peralatan peralatan o

EE b ;Pengolahan dan akses mformas:l‘ bahan -

- . pallng sedikit memlhkl perlengkapan berupa rak ;:71 | o
 buku, rak pamer majalah dan surat kabar, dan o

- Paragraf 2
Sarana Perpustakaan

Pasal 16

Sarana Perpustakaan Umurn Daerah pahng o

mehputl

- a.. -penylmpanan koleksu perpustak ann; o

- perpustakaan

- c ,f_.'pelayanan perpustakaan dan
R o d ;,-’edukasx perpustakaan
(2

"v.:vsebagaumana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, . S

:Sarana penylmpanan kolek81 perpustakaan_

A ”‘b'v”;_leman yang dapat dlkuncx
3) R S
SR perpustalman sebagalmana d1maksud pada ayat -

Sarana pengolahan dan akses mforma81 bahan‘ '

v.f"‘f'(I) huruf b pahng Sedlklt mem111k1 komputer

o fperangkat Iunak perpustakaan ‘dan _]armgan L

| mforma31, leman katalog, serta sarana temu ba,hk_v o

o ‘koleksx bahan perpustakaan

5 -"}dlmaksud pada ayat (1) huruf c, pahng sedikit

¥ .mem1hk1 perlengkapan berupa meja dan kursrf

Sarana pelayanan perpustakaan sebagmmana L

L . baca me_;a dan kursi kelja, v loker pemtlpan»_.

| barang, dan meJa sxrkulas:




(5)

Sarana edukasi perpustakaan éebagairhana

o dnnaksud pada ayat ( 1) huruf d, pahng sedikit

(1)

@

memlhkx ruang d1skus1, ruang bimbingan
Pemustaka ruang - pertun_)ukan, i'uang
keterampllan berbasis bahan perpustakaan dan

area pameran

o - Paragraf 3
 Prasarana Perpustakaan

Pasal 17
Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung
ataiu ruahg' perpustakaan yang mudah diakses,
aman, nyaman serta menjlamin keselamatan dan
kesehatan, efektif dan efesien. | |
Luas bangunan gedung Perpustakaan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| palihﬂg' sedikit 0,008 m2 (nol koma‘ nol nol delapan

(3)

meter persegi) per kapita dan bersifat permanen

‘ yang memungkinkan pengembangan fisik secara

berkelanjutan |
Gedung atau ruang Perpustakaan Umum Daerah

o sebégaimana dimaksud pada ayat (1) di atas

(4)

Mo oae T

' paling sedikit harus memiliki:

a. ruang pengadaan dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan,

ruang penyxmpanan Bahan Perpustakaan,
‘ruang baca, - -

ruang pelayanan Perpustakaan;

| ruang akses mformasx,

staf; dan |

aktivitas edukatif.

Perpustakaan Umum Daerah harus memiliki

' fasilitas umum dan fasilitas khusus.

(5)

Fasilitas umum sebagaunana dlmaksud pada ayat
(4) meliputi: ' ’



- (6

@

©

@

®)

toilet umum berbasxs gender,
mushola;
dapur/panhy, o

v gudang yang representatlf
parklr kendaraan;
sarana olah raga;dan

qorwsvpuosrp

: tempaf ’pembuangan sampah.

Fasilitas khusus sebagalmana dlmaksud pada

ayat (4} mehpun _ . _

a. toilet bag1 pemustaka  berkebutuhan
khusus,dan ' |

b. fasilitas bag1 pemustaka berkebutuhan

khustis.

Bagian Keemﬁat
| Angga:an

Pasal 18

5 3 (1}) Perpustakaan Umum Daerah menyusun rencana _

anggaran  secara berkesinambungan  sesuai
‘dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Umum

Daerah. ,
Penyusunan anggaran sebagaunana dlmaksud

pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis dan

rencana kexja/ program kerja Perpustakaan
Umum Daerah.

. Pengelolaaxi" ~dana perpusi;akaan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien,
-berkeadilan;}terbuka, terukur, dan bertanggung

jawab.

: Pemeﬁntal"i» Daerah mengalokasikan anggaran

secara rutin Perpustakaan Umum Daerah dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Perpustakaan yang dlselenggarakan
oleh Pemerintah Umum Daéfah, bersumber dari:



) BeIanJa Daerah (APBD], I
. ‘;?HSumbangan masyarakat yang tldak menglkat ,’ . :
kerja sama yang salmg menguntungkan

) '_ :,bantuan luar negen yang ndak menglkat
. hasﬂ usaha Jasa perpustakaan dan/atau o
’};"sumber lam yang Sah “sesuai dengan .

o ketentuan peraturan perundang—undangan

i (6) Anggaran Perpustakaan Umurn - Daerah -

o - - pada prmslp kecukupan dan berkelanjutan

T Baglan Kehma _ o
Teknologl Informaeu dan Komumkas1 -

Paragraf 1
‘ Urnum _

R - Pasal 19 .
o Perpustakaan Daerah mengembangkan sarana‘_
o vteknologl 1nforma31 dan komumkam terdln dan v; )
R T | pengolahan bahan pustaka ':Ii..,. }' o |
G . . i vb penyelenggaraan pelayanan, o o
e o, pengembanganperpustakaaﬁ R

} Paragr af 2
Pengolahan ba.han pustaka

Pasal 20

R a,‘j Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Negara
(APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan da.n";.; o

5 sebagalmana du'naksud pada ayat (4), dldasarkan R

. Pengolahan bahan pustaka sebagalmana dlmaksud"

e dalam Pasal 19 humf a mehputl
R a-:.:;-; penyusunan rencana operasmnal Pengolahan .
o Bahan Perpustakaan, LT T E
b “»‘pengmventansaman Bahan Perpustakaan, o .
'v’""pengkla31fikas1an Bahan Perpustakaan o

d.. ':fﬂ penentuan tajuk sub_]ek

Lo



(1)

pengkatalogxsasxan Bahan Perpustakaan
pembuatan anotas1 v

pengalihan data blbllograﬁs, penyuntmgan data
bibliografis;

pengelolaan data bibliog:'aﬁs;

pembilatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
pendistribusian Bahan Perpustakaan; -
penyusunanjajaran katalog Bahan Perpustakaan;
dan | | |

pengevaluasian dan ‘penyiangan koleksi Bahan‘
Perpustakaan. -

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pelayanan

‘ v Pasal 21 »
Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mel1put1

a layanan keanggotaan bagi pemustaka;

@

_:(3‘)

I

layanan Penelusuran,

layarian sirkulasi buku;

pojok informasi dan teknologi (waﬁntek); dan
layanan perpustakaah digital atau buku
elektronik. | .

Layanan = keanggotaan  bagi  pemustaka |
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa yaitu

layanan perpustakaan yang ditujukan untuk
melayani pendaftaran anggota dan kunjungan
pemustaka serta penelusuran informasi. ) |
Layanan  Penelusuran  adalah ~ layanan
perpustakaan sebagaJmana dimaksud pada ayat

(1) bhuruf b untuk mencari koleksy yang

dikehendaki pemustaka dengan menggunakan | }}
 teknologi informasi dan komunikasi melalui judul,

kata kunci, penerbit, pengarang, nomor panggil.



(4)

(5

(6)

o

(2)

3)

Layanan sirkulaéi» buku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ yaitu peminjaman dan
pengembalian dan perpanjangan buku.

Pojok  informasi dan teknologi (warintek)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d yaitu

"tenipat informasi melalui internet, baik dengan

perangkat yang dlsedlakan ‘maupun dengan
perangkat nirkabel. ' '

Layanan = perpustakaan digital atau buku

velvekvtronik‘ (ebook} adalah layanan penelusuran

dan pembacaan buku dallam‘ bentuk digital dengan
perangkat .yang disediakan ‘maupu:n dengan
perangkat nirkabel.

 Pasal 22
Masyarakat dapat menjadi anggota Perpustakaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf a, dengan mcngajukan permohonan kepada

 Kepala Dinas yang dilampiri persyaratan warga

Negara Indonesia yang berdoniisili, bekerja atau
sedang mengikuti pendidikan di Daerah.

}Layanan keanggotaan terdiri dari 2 (dua) kategori,

yaitu keanggotaan melatui lunng dan keanggotaan
melalui daring. v

Keanggotaan luring sebagmmana dlmaksud pada
ayat (2) dﬁayam dengan mendaftarkan calon
anggota di perpustakaan dengan cara sebaga1
berikut:

“a. calon anggota menyerahkan fotokop1 1dent1tas

~ diri atau dapat juga dengan mem1nda1 anggota

" dan foto calon anggota.

b. calon anggota mengisi formulir pendaftaran;

dan
anggota perpustakaan yang telah didaftar
mendapatkan kartu tanda anggota.



@

(5)

(1)

Keanggotaan déring sebagaima dimaksud pada i
ayat (2) dilayani dengan mendaftarkan ‘calon

~ anggota d1 perpustakaan dengan cara sebagai -

berikut:

a.

calon  anggota ‘meng'ur’xduhv aplikasi

perpustakaan digital melalui media internet;

calon anggota mengisi form pendaftaran |

secara daring;

‘calon anggota yang telah mengisi form :
: pendaftaran secara danng akan dilakukan

seleksi oleh administrator perpustakaan

- digital untuk s‘elanju'tnya "_dapat' diterima

menjadi anggota dan
anggota perpustakaan yang telah dldaftar.

‘mendapatkan kartu tanda anggota

Kartu anggota perpustakaan berlaku selama 3

~ (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan,

Pasal 23
Layanan penelusuran buku dilakukan dengan :
cara sebagai berikut: »
pemustaka ~diwajibkan mengisi buku

a.

-pengunjung elektronik pada umt komputer
yang disediakan; ‘

. pemustaka menelusuri. iriformasi koleksi -
perpustakéan dengan 'pencai-ian ,

menggunakan kata kunci judul, pengarang,
penerbit atau lainnya yang tersedia dalam

' katalog elektronik; |
“setelah koleksi diketahui nomor klasifikasi

: maka pemustaka dapat mencari rak dimana

- koleksi tersebut ditempatkan;

jika mengalami kesulitan, pcmustaka dapat

 meminta bantuan petugas untuk melakukan -
- penelusuran; dan



(2)

‘e. pemustaka yang bermaksud - menelusur

informasi non buku atau yang berbasis
internet dapat menggunakan pei‘dngkat yang
tersambung dengan internet ,'yang‘ telah
disediakan. '
Layanan penelusuran kolek31 digital (ebook) dapat
diakses secara daring oleh pemustaka dan atau
tanpa harus datang ke perpustakaan umum

. daerah.

Pasal 24

Layanan sn‘kulasx buku/ non buku dllakukan dengan

cara sebagai berikut:

‘va.

~ pemustaka dlwa_ubkan mengisi buku pengunjung_
elektronik pada umt komputer yang disediakan;
. pemustaka yang bermaksud memmjam buku /non

buku terlebih  dulu memilih koleksi tersebut
kemudian diserahkan ke'pada} petugas untuk

dientri ke dalam database perpustakaan sebagai

pinjaman selama jangka waktu pemm_]aman, ya1tu

7 (tujuh) hari kalender

peminjaman koleksi perpustakan tidak d1kena1
biaya atau gratls, dan _

". :‘pengembahan pm_]aman “koleksi perpustakaan

- dilakukan dengan menyerahkan buku/non buku

yang dipinjam kepada petugas untuk dientri

ke dalam database perpustakaan sebagai
- pengembalian. | '

Pasal 25

- Layanan perpustakaan digital/ bi;ku elektronik (ebook)

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Cas

.' pemustaka diwajibkan mendaftar menjadi anggota

~ secara daring;



b E'viAseteIah mendapat persetujuan dan admmlstrator PR

3“perpustakaan d1g1tal maka pemustaka dapatv:

| '}membuka atau mengakses kolekS1 perpustakaanl S

e : V, c. - pemustaka dapat mengakses perpustakaan dlgltal
R lurmg dengan cara datang langsung ke ‘-

perpustakaan umum daerah tanpa mendaftar o ;' o

PR enjadi anggota terlebih dulu, dan o ._
©d  pemustaka dlsedlakan unit kcmputer khusu
T ',','A'"“untukk mengakses perpustakaan d1g1ta1

Paragraf 4

Pengembangan Perpustakaan S

Pasal 26

(1) Pengembangan Perpustakaan sebagalmanav_f,
S _'dlmaksud dalam Pasal 19 ‘huruf c mehpuu_;.: o

- : 'vPengembangan Perpustakaan dengan e

e .‘._‘;‘mengembangkan layanan berbas1s teknolog1 -

L é‘f' 1nformas1 yang terhubung dengan mternet yang ', .

s vdan layanan perpustakaan dlgltal (ebook)

. _ mehputl layanan po_10k teknologt dan mfonnasy’_‘"’_'} :'

(@) F Pengembangan | Perpustakaan dengan o

- mengembangkan layanan berbas1s teknolog1
o ‘mformas1 yang tldak terhubung dengan 1nternet

o yaltu layanan audlo msual

B -:(é‘) {" .TuJuan Pengembangan pcrpustakaan berba31s o

. teknolog1 xnformam dan komumkas1 adalah

3 | ,va. ) ‘;vvuntuk menmgkatkan kuahtas laYanan |
- vperpustakaa_n berbaSIS teknologl lnforrna31 L

BTN dan komunﬂ<a31 bagl masyarakat pengguna N ,‘

. 'jjmternet melalu1 pemngkatan kemampuan'f RN

o :memenuhx kebutuhan pengguna layanan .

- ” perpustakaan d1 Daerah




L b }menmgkatkan dukungan para pemangku:

o kepentmgan dalam pengembangan’ A

perpustakaan berbasm teknologl mformam B

dan komumkasu L untuk memastxkan_ ’
= pengguna perpustakaan bisa mengakses
“,_Jlayanan teknologl mfonnas1 dan komumkas;
o ‘dan layanan perpustakaan lamnya secara
:v»'berkelanjutan dan o

| . _ic.’v}_ f,_':menmgkatkan fung31 perpustakaan sebaga.l -

T pusat keglatan bagl masyarakat khususnya"a_' o ST

j,untuk memenuhx kebutuhan kelompok"f-v.

O (4) Sasaran pengembangan perpustakaan berba31s

teknolog1 informasi dan’ komun1ka31 mehputl : ,' o

o kelompok Pemuda, e |
b kelornpok Wamta dan IR TP AR
: kelompok Usaha Mikro Kecﬂ dan Menengah =

Paragraf 5

Keljasama

Pasa127

berbagal plhak untuk : B , ,
T .’.‘;a." : ._menmgkatkan layanan kepada Pemustaka, dan -

o b, memngkatkan mutu layanan Perpustakaan

s dan komumkas1

. -:"v~.f'pemuda, perempuan da.n pengusaha mikro. D

Perpustakaan dapat melakukan kelja sama dengan S

dengan v memanfaatkan system V: Jejanngv .

"}"‘vv,'.,Perpustakaan yang berbas1s teknolog1 mfonnas; B



BAB IV

- PEDOMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN .

KECAMATAN

BagLan Kesatu
Umum o _.

Pasal 28

: '> (1) ‘Perpustakaan Kecamatan berkedudukan di kantor‘ o |

‘If,‘Kecamatan yang dlkelola, oleh - pengelola

N Perpustakaan dan penyelenggaraannya men;adl

ek ftanggung Jawab Camat

; Perpustakaan Kecamatan sebagaxmana dlmaksud ‘

R pada ayat ( 1) melaksanakan tugas pokok fung31 »'

. Kecamatan dalam bldang perpustakaan dan }‘

"j{”berfungs1 B sebagal pusat sumber  belajar

R : masyarakat di mlayah Kecamatan

CE

.;'_}f}:_Kecamatan sebaga:mana dxmaksud pada ayat (1) o

.Pedoman Penyelenggaraan | Perpustakan o

o mellputl

o kolek31 perpustakaan, o
" sarana dan prasarana perpustakaan -
',_.pelayanan perpustakaan, T
i ’tenaga perpustakaan o .
penyelenggaraan perpustakaan dan :
V_v“pengelolaan perpustakaan ‘ B
Baglan Kedua
KolekSI Perpustakaan

Pasal 29

Kolek31 Perpustakaan Kecamatan sebagalmana'_ L

dlmaksud dalam Pasal 28 ayat (3)' - wajib  ‘

P menyedlakan Koleksx Perpustakaan ~ sesuai : o

- kebutuhan masyarakat” da.lam - rangka

o :;"mengembangkan budaya



Kolek31 Perpustakaan sebagaxmana dlmaksud' .
pada ayat (1) mehputl kolek51 anak, koleksi
i remaJa, dewasa, kolek51 referen&, surat kabar dan

majalah

Koleks1 Perpustakaan sebaga.lmana dlma.ksud
o }pada ayat (2 palmg sedikit 1.000 (senbu) Judul |
Jumlah penambahan Judul kolek31 perpustakaan}’ .

- kecamatan per tahun 0 03 (nol koma nol nol t1ga)f

| per kaplta

(1) T
L dalam Pasal 28 ayat3 wajib menyedlakan Sarana"_,‘, o
. dan Prasarana yang mudah dlakses, arnan . }
o 'nyaman serta menJamln ’_ keselamatan danv S
o kesehatan efektlf dan efe31en 3
o | berupa perabot dan peralatan—peralatan mehpu‘u f :

) Baglan Ketlga i
Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Pasal 30

Perpustakaan Kecamatan sebagalmana dlmaksud .

Sarana Perpustakaan Kecamatan pallng sedxklt

L mem:hkl sarana penylmpanan koleks1 pelayanan o :,

. o perpustakaan, dan sarana kexja

(3) :

layanan perpustakaan dan 1nformas1 pahng sedxklt‘ I

o berupa lahan, gedung atau ruang perpustakaan o

v Perpusta.kaan Kecamatan menyedlakan akses o

Ny :g berupa berupa katalog _
Sarana dan Prasarana sebagalmana dlmaksud}-v o
B 'f'-v_'npada ayat (1) dlmanfaatkan dan dlkembangkanzf_ R B
o sesua1 dengan kemajuan teknoIog1 mformam dan -

. komumka&

Pasal 3 1

) »',blyang strateg13 dan mudah dljangkau masyarakat

Perpustakaan Kecamatan menYedxakan prasarana o



@
- memiliki luas bangunan sekurang-kurangnya 56

g

@

()

Lahan sébagaimana' dimaksud pada ‘,ayat (1),

m2 (lima puluh enam meter persegi), bersifat
- permanen dan m_eihungkinkan pengembangan
 fisik secara berkelanjutan.

(3)

Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud bada |

" ayat (1), vs‘ekurang-kurangnya memiliki area

koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif

~dan efisien.
Bagian Keempat
: Pélayanan Perpustakaan
Pasal 32

-Perpustakaan Kecamatan sebagalmana dlmaksud 1

dalam Pasal 28 ayat 3 memberikan Iayanan‘v
perpustakaan kepada pemustaka sekurang- '

" kurangnya 6 (enam) Jam per harl

Perpustakaan Kecamatan menyelenggarakan'

layanan membaca, menuhs, bercerlta, mendogeng, _

- "layanan pemmjaman, layanan membaca, layanan -

peminjaman dah layanan  pembelajaran

masyarakat untuk memngkatkan melek aksara

dan. 11teras1 mformasx serta literasi untuk :

| kesejahteraan.

}Ba’gia‘n Kelima
: Tenaga Pefpustakaan

Pasal 33

»} Perpustakaan Kecamatan sebagaxmana dimaksud -
~ dalam Pasal 28 ayat 3, dlkelola sekurang— '

kurangnya 2 (dua) orang



(2) Kepala pérpustakaan“-f paling rendah - berlatar
belakang pendidikan SLTA atau sederajat
ditambah = pendidikan dan pelatihan (diklat)
perpustakaan. - o

- (3) Staf perpustakaan paling rendah berlatar
| belakang pendldxkan SLTA atau sederajat.

(4) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
o déngan cai'a mehgikuti seminar, bimbingan teknis
‘ (blmtek), dan workshop kepustakawanan
'(5) 'Perpustakaan " }Kecamatan mengalokamkan

anggaran untuk insentif Tenaga Perpustakaan.

Bagian Keenam
o Penyelenggaraah Perpustakaan -

Pasal 34

Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan dilakukan
dengan berpedoman pada Standar Perpustakaan,
| Nasmnal

| Pasal 35 | |

(1) Perpust‘akaan‘ ~dibentuk  oleh Kecamatah
‘berdasarkan Keputusan Camat. S
-2 vPerpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana

dan prasarana serta sumber pendanaan.

Bagian Kctujuh :
.Pengeloiaan Perpustakaan

Pasal 36
- Pengelolaan perpustakaan Kecarnatan sebagalmana
 dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3 terdiri darl
~a. perencanaan;
pelaksanaan; o
pengawasan;

pelaporan, dan

o p oo g

penganggaran penyelenggaraan perpustakaan



‘ (1)
)

@

g

(2)

o

)

© Pasal 37
Perencanaan sebagaJmana d1maksud dalam Pasal
36 huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik,
fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan

secara kerkeseimbangan.

 Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan

dan program kerja bulanan.

| - Pasal 38 |
Pélaksénaan Seb'agaiméma dimaksud dalam Pasal
36 huruf b, dllakukan secara mandlrl, efisien,
efektzf dan akuntabel |
Pelaksanaan  perpustakaan >» sebagé.imana .
dimaksud pada ayat (1) memiliki prosedur yang
baku. '

Pasal 39 .
Pengawasan sebagalmana dunaksud dalam Pasal
36 huruf c, terdm dari supervisi, evalua31 dan
pelaporan.

Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~dilakukan oleh Kepala perpustakaan secara

teratur dan berkesinambungan untuk menilai

eﬁsiensi, : efektxﬁtas, dan akuntabilitas
perpustakaan '

Pasal 40
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf d, dilakukan oleh Kepala perpustakaan
secara berkala dan disampaikan kepada Camat. :
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai. dengan

indikator kme13a



. .':,APenganggaran ' penyelengaraan | -perpustakaan
 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e harus

Pasal 4 1

. m melalm tahapan sebagfiLl benkut

an

perpustakaan menyusun rencana. penganggaran’
‘}f_?,:secara berkesmambungan, | - |
pemanfaatan . ggaran . perpuStakaan :
dlperuntukan mlmmal untuk 3 (tlga) komponen "
},,vf’}utama yaltu koleksa, pelayanan, dan tenaga
. ?_f'v;perpustakaan, L R ' ’ ,
_:'i.“‘anggaran pel‘pu5takaan Kecamatan secara rutm»’ _

: {_v;} bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanJa .
L Daerah dan dapat dlperoleh dari sumber Iam yang o }} o
tidak meng1kat , S e
."j’}Kepala Perpustakaan bertanggun'awab dalam o |
.f’p_cngug_ulan pengelolaan dan .‘ penggunaan .

 ‘anggaran. g

: ‘v‘_> A BABV

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/ KELURAHAN ”

(1) Perpustakaan Desa/ Kelurahan dxselenggarakan _
o _.oleh Pemermtah Desa/ Kelurahan Yangb‘l o
| rnempunyal tugas pokok melaksanakan}
i f_pengembangan perpustakaan d1 Desa/Kelurahan
SR serta : melaksanakan layanan perpustakaan. '

Bag1an Kesatu

Umum

' Pasal 42 e

B kepada . masyarakat umum " yang  tidak ’:'  ' .
e ﬁ‘mernbedakan ‘usia, - ras, agama status s031al o
T ekonom1 dan gender

Dalam pengelolaan Perpustakaan Desa/ :

Sl Kelurahan memperhatlkan Standar PeI‘PUStal‘i«'flan

LR dengan memperhatlkan Standar



3

(4)
- di kantor ‘Desa/ Kelurahan yang dikelola oleh

(1)

™o po oo

: Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana

dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai.
kebutuhan masyarakat dalam  rangka
mengembangkan budaya baca. ’ a
Perpustaka{an Desa/Kelurahan berkedudukan .

pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya

- menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
B

Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas

- pokok fungsi Desa/Kelurahan dalam bidang

~ perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber

 belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
©)

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakan Desa/
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

| meliputi:

koleksi perpustakaan;
sarana dan prasarana perpustakaéh;
pelayanan perpustakaan;

- tenaga perpustakaan | v )
penyelenggaraan perpustakaan; dan

pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kedua
Koleksi Perpustakaan

Pasal 43

Perpustakaan  Desa/Kelurahan sebagaimana |
. dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a wajib

" menyediakan  Koleksi Perpustakaan sesuai

kebutuhan masyarakat " dalam ~ rangka

- mengembangkan budaya.

{2)

Koleksi Perpustakaan sebagaimana dirrilaksu‘tli‘ |
pada ayat (1), meliputi koleksi anak, koleksi

remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan

| bmajalah. .



e

Koléksi o Perpustakaah 'Desa/ Kélurahan
sebagaJmana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit 1.000 (seribu) judul.

Jumlah penambahan Judul koleksi perpustakaan

~ Desa/ Kelurahan per tahun 0,2 (nol koma dua) per

W

| kaplta

~ Bagian Ketiga

' Saraha dan Prasar_ana Perpustakaan '}

Pasal 44

Perpustakaan‘ Desa/Kelurahan  sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b, wajib

(2

(3

@)

)

. (2)

menyediakan sarana dan prasarana yang mudah
diakses, aman, nyaman serta menjamin
keselamatan dan kesehatan, efektif dan efesien.

Sarana ,Perpustakaan Desa/Kelurahan paling

sedildt' berupa perabot dan peralatan-peralatan

‘meliputi’ memiliki sarana penyimpanan - koleksi,

pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja.
Perpustakaan Desa/ Kelurahan menyediakan
akses layanan perpustakaan dan 1nforma31 pahng
sedikit berupa berupa katalog |
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan
sesuai dengan kemajuan teknologi infomiasi dan

komunikasi.

» | Pasal 45 v
Perpustakaan Desa/ Kelurahan menyediakan
prasarana berupa lahan, gedung atau ruang
perpustakaan ~ yang strategls dan = mudah
dijangkau masyarakat. |
Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mermhkl luas bangunan sekurang-kurangnya 56

‘m2 (Iima'.f'p‘uluh enam meter persegi), bersifat



B E""':;permanen da.n memungkmkan pengembangan ::{

L ;.’_:1',?"ﬁ31k secara berkelanjutan

s "vayat (1), sekurang-kurangnya memlllkl area»_
: kolekS1, baca, dan staf yang dltata secara efektlf -

: ,'Gedung atau ruang sebagmmana dlmaksud pada |

B ‘j; dan eﬁsaen

Baglan Keempat

Pelayanan Perpustakaan

Pasal 46

Perpustakaan Desa/ Kelurahan _ sebagaimana

dnnaksud dalam Pasal 42 ‘ayat (6) huruf c,

SR membenkan | layanan PerpuStakaan kepada -

” pemustaka sekurang-kurangnya 6 (enam) Jamv

- perharl

: layanan membaca, . menuhs, bercenta layanan

Perpustakaan Desa / Kelurahan menyelenggarakanv

o pemlnjaman, Iayanan membaca, layanan"

B masyarakat untuk memngkatkan melek aksara

"v"hteras.1 mformas1 serta l1teras1 . untuk e

“:(1.) o

. : 'v‘dnnaksud dalam Pasai 42 ayat (6) huruf d dlkel()Ia v;’f:, o
SR sekurang—kurangnya 2 (dua) Orang ,

e

IR ."-'_pexmnjaman dan layanan pembelajarén; )

. kesejahteraan

Baglan Kehma

o Pasal 47

Kepala perpustakaan pahng rendah berlatar-:v S
o belakang pendldlkan SL’I‘A atau sederajat
- »dltamba.h pendldlkan dan pelat1han (d;klat) Y

Perpustakaan ' Desa/ Kelurahan sebagaxmana



(3) Staf perpustakaan paling rendah berlatar
| belakang pendidikan SLTA atau sederajat.
 (4) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan

dengan cara mengikuti seminar, bimbingari‘teknis

" (bimtek), dan workshop kepustakawanah. | |
(5) Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan

 anggaran untuk insentif Tenaga Perpustakaan.

Bagian' Keenam

Pényelenggaraan Perpustakaan‘v

, Pasal 48 ,
Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dﬂakukan dengan |
berpedoman pada Standar Perpustakaan Nas1onal

: | 'Pa'sal 40 | .
’(l) | Perpustakaan dibentuk  oleh = Pemerintah
Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Képala _

| Deéa/Lur’ah. ﬁ }} | | |
(2) Perpustakaan memiliki koleksi, tenaga, sarana

 dan prasarana, serta sumber pendanaan.

Baglan Ketu_]uh
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 50
Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (6) huruf f, terdiri dari:
a. perencanaan;
pelaksanaan;. -
pengawasah; |

pelaporan; dan

o a0 U

pepganggaran penyelenggaraan perpustakaan.

. Pasal 51
{1} Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik,



‘:50 huruf c terdm dan supems1, evalua31, dan .

‘teratur dan berkesmambungan untuk menllal‘f"ﬁ - )
“ eﬁs1en31,v . efek’aﬁtas, a dan " akuntabﬂltas

‘;‘fungs1 dan tujuan perpustakaan serta dllakukan"
el : "secara kerkeselmbangan ‘ : .
@

’Perpustakaan menyusun rencana kerJa tahunan
o dan program kex:]a bulanan T

Pasal 52

- ) '(1)5 5:; Pelaksanaan sebagmmana duhaksud dalam Pasal |
50 humf b, dllakukan secara mandln eﬁswn -
-‘  ‘.,.' .", "}‘3efekuf dan akuntabel | T

@

o yang baku

Pelaksanaan perpustakaan memlhkl prosedur’ "

Pasal 53

Pengawasan sebagannana dlmaksud dalam Pasal'

Pelaporan
@

'SuperV1S1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ‘.
R dﬂakukan oleh Kepala perpustakaan secara .

o perpusta kaan

 huruf d, dilakukan oleh Kepala perpustakaan o
secara berkala dan dlsarnpalkan kepada

o sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 50 huruf e harus

n Pasal 54

f’ Pelaporan sebagmmana dlmaksud dalam Pasal S0 o

L :f_:*flpemenntah desa

Pelaporan berfung81 sebaga1 bahan evaluaSI sesuai S
o :}:dengan 1nd1kator kmerja L o '

Pasal 55

Penganggaran penyelengaman o IieTPUStakaah

o melalul tahapan sebagm benkut

perpustakaan menyusun rencana penganggaran |

'  : secara berkesmambungan ;- .



“ . pengusulan; - pengek)laan dan ‘ penggunaan

T ’;.,f'_:‘-"perpustakaan kepada pemustaka dan masyarakat

. pemanfaatan  anggaran perpustakaan
: - ‘dlperuntukan muumal untuk 3 (uga) komponen‘j.-:‘?‘ | ‘-
utama yaitu koleks1, pelayanan, dan tenaga‘_ B
»-":perpustakaan, | - R

.~»».”‘,»‘anggaran perpustakaan, desa secara rutm A
bersumber dari- anggaran desa dan . dapat dl 1 
: peroleh darl sumber lam yang tidak memngkat ‘
anggaran perpustakaan Kelurahan secara rutm;
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja"v . ,_:' L
Daerah dan dapat daperoleh dan sumber lam yang BT
;Kepala perpustakaari bertanggun'awab dalam ,i

'T;Vanggaran

BAB VI |
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN
S Baglan Kesatu

Umum |

Pasal 56

Dalam rangka menjamm ketersedlaan layanan -

- ',""'secara secara merata setxap penyelenggara tempat R

| .,"vdan/atau fasﬂltas umum wajib menye d1 akan_- : -

REN perpustakaan taman bacaan atau sudut baca. -
o

Tempat dan/ atau fasﬂltas umum sebagalmanav : o
o S ,dlmaksud pada ayat (1) mehpun

: ‘tempat pelayanan kesehatan

b, tempat penyelenggaraan penchdlkan, S R

‘e :_' #’tempat 1badah

a.
b
. ¢ g :
d ; vtempat Perangkat Daerah/ perkantoran,
e "vviv‘pusat perbelan_]aan, S
f.

tempat pariwisata; =~



m 0 oA oo

g. tempat pemberhentlan transporta31 umum _

dan "

| h. hotel /apartemen.
(3) -

Tempat pelayanan kesehatan sebégaimana‘:

‘dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

rumah sakit

balai kesehatan ,
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), ‘
khmk kecanukan :
tempat praktek dokter/ dokter gigi / dokter
hewan;

rumah bersalin;

“h. khmk kesehatan;

i apotek; dan

(4)

| j. sarana kesehatan lamnya

Tempat penyelenggaraan pendidikan sebagalmana

‘dimaksud pada ayat (2) huruf b, mehputl v
‘a. Tempat pendidikan formal yang berbentuk

antara lain: . _

1. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah atau
yang sederajat , |

2. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Tsanamyah atau yang sederajat

3. Sekolah  Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah |

4. Kejuruan (SMK) dan Madrasah Ahyah’ »
Kejuruan atau yang sederajat; dan

- 5. tempat pendidikan formal lainnya.

b. Tempat pendidikan non formal yang-

berbentuk antara lain :

1. lembaga ku’rsu‘s;

2. leihbaga pelatihan;

3. kelompok belajar;

4, taman kanak—kanak/ Raudatul Athfal
atau yang sederajat



5 pusat kegxatan belajar masyarakat dan :v

6. tempat pendldlkan non formal lamnya

Tempat 1badah sebagaJmana dunaksud pada ayat o ;‘

o (2) huruf c mehputi

e
L -’dlmaksud pada ayat (2) huruf d mehpun

a0 c‘

®

o

"= o oo

a. Maspd

..:llﬂiti_Gere_]a, L L
."_',‘Wlhara - o

f»'Klenteng, dan ;

'v,tempat 1badah lamnya

Tempat kerja/perkantoran sebagaxmana .

tempat ker:]a pada 1n‘stans1 Pemermtah o

Daerah

e :b tempat keqa swasta
| v}: (7)) P
’ ayat (2) huruf e mehputl

Pusat perbelanjaan sebaga_lmana dlmaksud pada .

?’

B pusat grosn*/ hYPeI‘market
. ;;-Supermarket o
: v";:fjdepartemen store, dan -

e. '_fpertokoan

'vTempat Panmsata sebagalmana dlmaksud pada

R ayat (2) huruf f mehputl

kebun bmatang, dan

s }'b. taman—taman kota. -

o f‘»sebagalmana dnnaksud pada ayat (2) huruf g “

Tempat ' pemberhentlan transportasx ' umum L

e fmehputl

- a. stasmn kereta apx, dan R

- b. termmal blS,



(1)

@

3

I

Baglan Kedua
Mekanlsme Pendaftaran Perpustakaan

Pasal 57

Perpustakaan taman bacaan atau sudut baca
~yang dibentuk oleh masyarakat Wa_]lb didaftarkan
‘pada Dinas.

Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca, 3
yang dibentuk ~oleh . Pemerintah Daerah
_ Pemerintah Desa, Instan31/ lembaga, didaftarkan

pada Dinas. ,
Pendaftaran sebagalmana dunaksud pada ayat (1)
dan ayat (2}, tidak dlpungut biaya.

~ Pasal 58

Prosedur permohorian pendaftaran pérpuétakzian, -

taman bacaan atau sudut baca adalah sebaga1
benkut

'a. Pemohon mengajukan permohonan pada

Dinas dengan mengisi formulir permohonan
yang sudah dxsedlakan secara lengkap dan
benar dengan dﬂampm persyaratan sebaga1
berikut: N |
1. Kartu  Tanda Penduduk/Kartu
identitas - diri la_innyé/Akte Pendirian
Badan ~ Hukum/Surat Keputusan
Pendirian; |
- 2. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm
| sebanyak 2 (dua) lembar;
3. buku kepemlhkan/penguasaan tanah
dan/atau bangunan yang digunakan
sebagai lokasi perpustakaan, taman

bacaan atau sudut baca;

4. susunan = pengurus perpustakaan,

taman bacaan atau sudut baca; dan



5 proﬁl perpustakaan, ,taman bacaan atauv;j}, i

sudut baca

-":',,-,Apabﬂa permohonan beserta persyaratan E -

E v‘sudah benar dan lengkap, maka Pemohon

. ,;f"dlbenkan tanda tenma yang selan_]utnya" o
| d1serahkan untuk dzteruskan kepada Kepala
L ‘;‘Dmas, _|1ka permohonan bescrta persyaratan o

. ".belum lengkap dan benar petugasv}”_‘

"‘_"'vaengembahkan kepada pemohon dxsertal‘},v}" .

R - keterangan mengenm kekurangan /alasan, T
R dlkemballkan, . ' - o

Kepala Dinas meneht: berkas Perm °h01’1anl:"fv_}_:’ .

- }"dan membenkan dlSpOSlSl untuk dlpl'OSCS}

- ,}:':;serta menyampalkan berkas tersebut kepada v ,

. Sekretaris ] Dmas, o

o “%."’-,}';‘Selanjumya Sekretans Dmas, meneruskanv. :v " B
e :,D1sp081s1 Kepala Dmas kepada Kepala Bldang " '_ : )
fv'Perpustakaan dan dlteruskan Kepada Kepala' R

vaek31 . Pelayanan dan o Pembmaan.'v“"’

Perpustakaan untuk meneliti Serta

L »:Vmemproses Ieblh lanjut berkas pCTIHOhOnan':

o ~‘dan melakukan penm_]auan lapangan yangf
'hasﬁnya dltuangkan dalam Benta Acara,f,}";f”s_' 9’

S »Pemenksaan,

’},erpa;la Seksi - Pelayanan dan Pembmaan U

” ::lfPerpustaka,an membuat dan memaraf konsep i

B ;J,Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan L

’atau Sudut Baca untuk diteruskan kepada , o
= Kepala Bldang Perpustakaan dan Sekretans"_ S

. _-’Dmas guna dltehtl dan dlparaf serta; '  R
o lfwdlserahkan kepada Kepala Dmas untuk - B »
20 ~ diteliti dan dltandatangam, dan ‘ - '

.b,f‘:fb,f:SeteIah 'I‘anda Daftar Perpustakaan, Taman-' |
L ‘:-Bacaan atau Sudut Baca d1tandatr;mgan1
':_,:"H?"'bKepala Dmas kemudlan dlkembahkan kepada .

” iiSekretans Dlnas untuk dlagendakan dan o

selanjutnya dlserahkan kepada pemohon L |



@)
®

| (4)

()

(2)

Dinas memprosés permohonan pendaftarari 'paling |
lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
diterima dan memenuhi persyaratan. ,
Masa berlakunya Tanda Daftar Perpustakaan,
Té.man Bacaan atau Sudut Baca adalah 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang kembali.

‘Bagan Alur  permohonan Tanda Daftar

Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca

dixﬁaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut
dalam Lamplran dan merupakan bagian yang
tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatt ini. |
Jenis dan bentuk formulir yang dlgunakaq dalam
rangka pehdaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan

atau Sudut Baca dimaksud pada ayat (1),

sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan

merupakan baglan yang tidak terpisahkan.

| BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

| - Pasal59 |

Bupati ~memberikan penghargaan kepada
maSyarakat yang berhasil melakukan gerakan
pembudayaan kegemaran mernbaca.':

Péhghafgaan ge'rakan: pembudayaan kegemaran
membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikari kepada perseorangan, kelompok,
dan/ atau lembaga yang berhasil memprakarsai,

mendorong, dan/atau melakukan keglatan

gerakan pembudayaan kegemaran membaca,

melalui:

~a. . gerakan gemar membaca;

b. penyediaan buku murah dan befkualitas;
c. :: pengembangan ~ dan pemanfaatan

 perpustakaan sebagai proses pembelajaran;



(3)

(1)

d. penyediaan sarana perpustakaan di tempat
umum yang mudah dijangkau, murah, dan

bermutu;

taman Bacaan Masyarakat

sudut baca,

rumah baca; .
pelatihan literasi guru dan murid; dan/atau

R

keglatan sejenis lainnya.

}Bentuk penghargaan gerakan pembudayaan

kegemaran membaca sebagalmana dimaksud
pada ayat (l) berupa piagam dan/atau bantuan
pembinaan. v ‘

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) d1tetapkan ‘dengan Keputusan

. Bupan

| | Pasal 60 |
Untuk mendapatkan penghargaan gerakan
pembudayaan kegemaran membaca, setiap

perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga

‘sebaga.tmana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

‘wajib memenuhi persyaratan.

Persyaratan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

‘meliputi:

a. Warga Négaré Indonesia/asing yang

| * berdomisili di Dé_ierah, bag1 perseorangan;

b. berkedudukan di Daerah, bagi kelompok
| ~dan/atau lembaga, dan |

}c." kegiatan yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan ~minat baca masyarakat
' .dengan mendayagunakan perpustakaan.

Pasal 61 v
Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran
membaca diberikan berdasarkan atas usulan

| maSyarakat dan/atau inisiatif Dinas.



(2)
'} . v‘.‘kegemaran membaca sebaga;mana dxmaksud ‘, : B
B vf'j»i_pada ayat (1) dla_]ukan secara tertuhs kepada""“_ o v‘

B ‘v:?BUPaU cq. Kepala Dmas untuk d1eva1u331 dan -
L  ': :: d]pertlmbangka_n L
3

Permohonan penghargaan gerakan pembudayaan

{»Permohonan - penghargaan pembudayaan :

L j}j._kegemaran membaca sebagalma.na dlmaksud o

- pada ayat (2) memuat 1nfonnas1 mengenal

Ca. 1dent1tas pxhak yang mengusulkan pembenan o o

b - 1dent1tas p1hak (perseorangan/kelompok P

’ penghargaan, mehpun nama, pekerjaan/,;

f jabatan alamat nomor telepon/faksmlle, dan |

| 3:alamat surat elektronlk (emcul), e

| _lembaga) yang d1usquan menenma _» f-; _' , 

i"':penghargaan, mehputl nama, tempat tanggal .

U 1ah1r, _]ems kelamm pekexjaan, : alamat

o v’vvnomor telepon/faksmlle, dan alamat surat'v_'v, )

felektromk (emall)’ dan

e A vkeglatan/bentuk gerakan pembudayaan . .

o kegemaran membaca yang dllakukan

o

Pasal 62

,’Pemberlan | penghargaan | gerakan kegemaran:
fv-membaca membaca sebagaimana dlmaksud:‘j}.. o
: dalam Pasal 59 ayat (1) dllakukan mela]m proses”v*: -

. evaluam dan pertunbangan oleh Dmas S ‘
,:Hasﬂ evalua31 dan pemmbangan térhadap .
‘permohonan penghargaan sebagalmana
. dlmaksud pada ayat (1) dltuangkan dalam berlta' R

ji'acara dan dlsampaxkan kepada Bupa’a untuI'

o d dltetapkan

e sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat,.f» -

Dalam melakukan evaluas1 dan pemmbangan‘{

' ‘dlbantu oleh Tlm yang dlbentuk dan dltetapkan :
- "dengan Keputusan Bupatx ‘



' (4) Hasil penetapan penerirha penghargaan gerakan |

pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan tidak

(5)

©)

dapat dxganggu gugat. , ,
Dinas dapat mempubhkasxkan hasﬂ penetapan
penerlma penghargaan gerakan pembudayaan

kegemaran membaca.

Dalam hal penenma penghargaan berhalangan

tetap atau memnggal ‘dunia,  penghargaan

diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan
dengan disertai bukt1 yang sah.

BAB VIII |

TATA CARA PELAKSANAAN PENY ERAHAN JENIS DAN
PERSYARATAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

1)

(2)

~

€

Pasal 63
Setlap Penerbit dan Pengusaha Rekaman yang
berada di wilayah Daerah Wajib menyerahkan 1
(satu) buah cetakan dari setiap judul Karya Cetak
dan Karya Rekam yang dihasilkan kepada
Perpustakaan Daerah paling lambat 3 (tlga) bulan
setelah diterbitkan.
Kewajiban menyerahkan Karya Cetak 'dan- Karya

'Rekam sebagaimana dimaksud‘ pada ayat (1) -

berlaku juga - Dbagi Penulis/Pengusaha
rekaman/Warga yang bgridentités Daerah yang .
menerbitkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam
di luar Daerah atau Penulis/ Perigusaha
rekaman/Warga yang menciptakan Karya Cetak
dan Karya Rekam tehtang Karanganyar.
Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam‘ v
sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
untuk kepentmgan pendidikan, ilmu pengetahuan' :
dan teknologl, penelitian, dan informasi serta
pelestarian hasil budaya bangsa dan Daerah;



Pasal 64

Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat » ,; S

" 'iidﬂakukan secara langsung ‘atau dlkmmkanf R
melalm Pos kepada Perpustakaan Daerah
Pengmman Kalya Cetak melalul Pos sebagaumana L
' dlmaksud pada ayat (1), harus dengan cara yang
» :‘ba1k dan aman sesua1 ketentuan pengmman_ '

BRI Karya Cetak pada umumnya

jPengmman Karya. Cetak dan Kal'S’a Rekam melalui R
- R Pos tidak boleh melampam Jan gka Waktu | .
o ;:';,sebagalmana dlmaksud dalam- Pasal 63 ayat ) o
| dengan d:buktxkan tanggal Penglnman Karya B
L }'f,:,»_vCetak dan Karya Rekam tersebut o . : o
v.'KaJya Cetak dan Karya Rekam yang telah d1ter1ma B
. Selanjutnya dlcatat oleh Perpustakaan Daerah dan

: .}‘..kepada penglnm dlbenkan tan da buku | o

e 7, penenmaan

Fmomoe o g

:._‘..'
. .

Pasal 65

".‘Jems Kaqa Cetak yang Wajlb diserahkan kepada
o :’Perpustakaan Daerah terdln dan .

Qbuku ﬁkSl e

vbuku non ﬁkSI,

- buku ruJukan
.""ikaryaartlst]k e e
. :vkarya 111n1ah yang dlpubllkaSJkan
jv‘v»‘:'suratkabar R
.opet;

. brosur, dan

o i Karya Cetak Iam yang dltetapkan oleh Kepala',_,

'V,fPerpustakaan Naswnal

Selam Jems Karya Cetak sebagmmana dlma.ksud |
L '::.*»"*'pada ayat (1), yang tennasuk waglb d1serahkan A
e adalah ed131 cetakan kedua ketlga dan seterusnya

R yan g mengalalnl perubahan isi dan/ atau bentuk.



@)

Karya ilmiah yang dipublikasikan sebagaimanai

- dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. laporan penelitian vdan | pengabdian kepada

~ masyarakat, jurnal ilmiah, dan hasil paten;

b.ﬂ. tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi, atau
leporan kerja praktik yang disusun oleh
‘Aparatur  Sipil = Negara di lingkungan
Pemerintah Daerah;

¢ tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi, laporan

(1)

keI]a praktik yang ob_]ek penulisannya
) berlokasi di Daerah;

d. karya tulis ilmiah yang dilombakan dan

mendapat Juara I, II atau III paling rendah di
tingkat Daerah. ‘

. - Pasal 66
Jems Karya Rekam yang Wajlb diserahkan kepada

: Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual

dan/ atau artistik yang dlrekam dan digandakan

- dalam bentuk plta atau piringan, seperti film, kaset

-~ audio, kaset video, video disk, piringan hitam,
'_disket dan bentuk lain - sesuai dengan

: perkembangan teknologi.

(2)

(1)
- Perpustakaan Daerah harus memenuh1

(3)

Karya Rekam yang Wa_]lb diserahkan sebagmmana

dimaksud pada ayat (1) ben31 nilai sejarah, budaya,

- pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologl

 Pasal 67 , :
Kaxya Cetak/ Karya Rekam yang diserahkan kepada

persyaratan kualitas atau sama denganv yang

- diedarkan.

2
- fotokopi.

Karya Cetak yang dlserahkan tidak dalam bentuk‘

Penyerahan KaJya Cetak dapat dllengkapl salinan

] d1g1ta1



(1)

@

. BABIX |
PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 68
Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam
rangka  inventarisasi  untuk kepentingan
penyinipahan, " pefawatan,’ pelestarian,‘ dan
pemanfaatan. E
Masyarakat wajib - mendaftarkan naskah kuno

' 'yang dimiliki ke Dinas.

@

(4)

(5)

(7)

Pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dlsampalkan _

a. secara langsung kepada Perpustakaan |
Nasional; | ‘

b. secara beljen_]ang Dinas mehyerahkan
kepada Perpustakaan Nasional. |

Pendaftaran disampaikan secara tertulis dengan

chlengkapl data pendaftaran yang memuat paling

sedikit:

nama pemlhk

nomor naskah;' .

judul _ |

isi smgkat

usia; (tahun dxbuatnya naskah)

media; (daluwang, daun lqntar, bambu, kulit

o ope TR

binatang, dan lain-lain)
g bahasa; dan

"h. : aksara.

Data pendaftaran sebagaimana dimaksud ’padé
ayat (4) dwenﬁkasx oleh Perpustakaan Nasional.
Tim Verifikasi mengirimkan surat pembentahuan
kepada pemlhk naskah " tentang - rencana
pelaksanaan pemeriksaan fisik naskah. |

Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan fisik
naskah. | “ ’



(8) ‘Tim Verifikasi niémbuat berita 'acara hasil
veriﬁkasi dan dlsampaukan kepada Kepala
Perpustakaan Nasional. '

Pasal 69
Surat buktl pendaftaran kepemlhkan naskah kuno
~ tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

| Pasal 70 |
Proses pendaftaran naskah kuno diselesaikan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal pengajuan pendaftaran diterima

| 'BAB X .
: PEMBERIAN SERTA BENTUK DAN JENIS |
PENGHARGAAN

Pasal 71

(1) ‘Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat
~dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta
mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan
(2) Penghargaan sebagaamana dimaksud pada ayat (1)
dlbenkan kepada  perseorangan,. lembaga
dan/ atau Iembaga yang berjasa menyimpan,
merawat, dan melestarikan naskah kuno yang
-~ dimiliki serta mendaftarkannya sésuai ketentuan

| peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayét (1)
" dapat berupa piagam dan/ atau uang pembinaan.
(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1) dltetapkan dengan Keputusan

Bupati.



S |
S chberlkan berdasarkan usulan ::’ masyarakat R

Pasal 72

Penghargaan dalam pelestanan naskah kuno‘ _’

R dan/ atau mlsmtxf Dmas

@

v:v'permohonan penghargaan dalam pelestarlan:"' |

- - naskah kuno sebagalmana dlmaksud padaayat (1)

o dlajukan secara tertuhs kepada Bupatl c.q: Kepala o

o Dmas untuk d1eva1u31 dan dlpertlmbangkan

o naskah kuno sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) -

Permohonan | penghargaan dalam pelestanan :

- 'memuat 1nforma31 mengenal

o ;:'a.v '1dent1tas p1hak yang mengusuikan pembenan_ |
o f'f;f_}penghargaan mehputl nama, pekexjaan /.

Jabatan alamat nomor telepon/ faksmlle, dan -

e ~ alamat surat elektromk (emall), _-

o w,,.fj.b:',':‘ldentltas | plhak (Perseorangan/ kelompok/

Aj,l'_jv,.,lahlr, Jems kelamin, - pekel:]aan alamat

L :;;‘ nomor. telepon/faksrmle, dan alamat surat S

c. f[ ; bentuk/ keglatan dalam pelestanan naskah EERE

Iembaga) yang dmsulkan menenma: o

B penghargaan mehputl nama, tempat tanggal

'f elektromk (emall), o

kuno yang dllakukan dan :

ERRS d - naskah kuno yang d1m1hk1 d1s1mpan, dlrawat

SR dan dllestankan

72 ayat (1), Dmas melakukan mventarxsam, o

Pasal 7 3 ‘

Dalam membenkan pertlmbangan pembenan

B (1)

o Penghargaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal =

o evaluas1 dan pemlalan terhadap naskah kuno dan - B

o aspek

La. usna naskah

b. kond1s1 fr31k

b
o C. kandungan mformaSI, : o

. ‘pemanfaatan



komltmen pelestanan, dan .

. f Jumlah naskah.

i pertlmbangan sebagaunana dlmaksud pada ayat '-

Dalam melakukanv evalua31, penllalan dan Gl

“‘»‘ﬁ';»'v(l) dapat dlbantu oleh Tim yang d1bentuk dan o

dltetapkan dengan Keputusan Bupatt

Hasﬂ mventansam, cvalua31 dan pemlalan*»'-*-'

Ll sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dltuangkan B I

o Bupatl untuk dltetrslplrifs\n

B N
| f:‘_:i; pelestanan naskah kuno sebagalmana dlmaksud: 'j .
ff},}pada ayat (2) bersxfat mutlak dan tlda_k dapat: o :

»'L,.dlganggugugat B I
"ffDmas g mempubhkas1kan hasll Penéfaﬁan.,,' R

idalam benta acara dan dlsampalkan kepada"'.v )

Hasﬂ penetapan penenma penghargaan dalam ; R

kuno

BAB XI RS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7 4

o ‘ffl;ﬁ'penerlma penghargaan dalam pelestanan naskah_-

(1) Pembmaa.n dan pengawasan Perpuslj an

’merupakan tanggung Jawab dan dﬂaksanakanﬁ;‘jj B

o ::_' oleh Dmas

(2) | e
SR dan pengelolaan perpustakaan yang ba1k d1 o

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraanf

o Daerah Kepala Dmas dengan dlbantu olehf}f.‘;,i N

. OrgamsaSI Perangkat Daerah/Lembaga terka:t N

E pembmaan dan pengawasan
@

: sesua1 kewenangan masmg—masmg melakukan o _ , .

»:jv Pembmaan dan pengawasan sebagmmana_-- o

o o dnnaksud pada ayat (1), dapat berupa'

o 'vblmbmgan, penyuhlhan, pelatxhan, pengawasan P

" 'vmaSYarakat melalm SMS center dlklat dan B

o "".’v_»u_‘pendamplngan : kepada 3 masyarakat da_n B



o plmpman f_’aféu v-; penanggung Jawab : ‘,

penyelenggaraan tempat dan/ atau fasmtas;y

~ " umum.

)

(1), dapat berupa pemantauan/momtonng dan

= I - 'm "

Pengawasan Sebagairhéna dimaksud pada -ayat' o

T .'-',evalua31 o , :
o (5) : Pembmaan dan pengawasan perpustakaan
‘f'sebagaxmana dlmaksud ~pada ayatv o

‘ -'-dﬂaksanakan oleh mehputl

o :kelembagaan, | I -
Y»sumber daya manu31a
sarana prasarana, A

A3 'koleksg layanan
:v»anggaran,

o promom, o

Ep rmnat baca

kezja sama/s1stem JeJanng perpustakaan

o i jijftelmologl mforma31
G

‘ *-'pengawasan sebagaxmana dlmaksud pada ayat R

Kewenangan untuk melakukan pembmaan dan g

(1), adalah sebagai berikut:

v"’:a. . ‘Kepala Dmas melakukan pembmaan dan“:f' L

L c. Kepala Dinas Pendldlkan dan Kebudayaanvv o L

.:.pengawasan . _' terhadap B petugas‘ :

perpustakaan sarana/prasarana ‘dan

o - }.sstandar perpustakaan,: B o R
- b Kepala " Dinas Kesehatan | melakukan. SRREN
S pembmaan dan pengawasan terhadap‘.:‘
keberadaan perpustakaan tarnan baCaanf f:”i
o jatau ‘sudut baca di tempat pelayanan -

o kesehatan sebagalmana d1maksud dalam -

'}"Pasal 56 ayat (2) huruf a;

S ‘melakukan pembmaan dan pengawasan o

o _vvﬁfjterhadap .t/empat/ruang‘ »perpustakaan'

- (gedung), pepgadaan buku ~ paket dan



anggaran operasional perpu_stakaan di
tempat penyelenggaraan pendidikanﬁ
‘sebagaimana’dilnaksud dalam Pasal 56 ayat
(2) huruf b; v

Kepala Badan Kesétuan Bangsa dan Politik
melakukan pembinaan dan ‘pengawasan ,
terhadap'pusat teinpat ibadah Sebagaimana’ "
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c;
Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil dan. Menengah
melakukan pémbinaan dan pengawasan :
terhadap pusat pérbelanjaan, tempat dalam =~
Pasal 56 ayat (2) hurufd dan e; ’
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga  melakukan pembinaan dan
pengéwasan ~ terhadap keberadaan

perpustakaan, taman bacaan atau sudut -

baca ~ ditempat pariwisata dan =
hotel/ apartemen sebagaimana }:'dimaksud | . |
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dan hurufh;
Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman melakukan
pembinaan dan péngawasan perplistakaan, o
taman ‘bacaan atau sudut baca terhadap
pemberhentian transportasi = umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
{2) huruf g - '
Kepala Satuan ~ Polisi Pamorig Praja
melakukan pembinaan dan pengawasanb
terhadap keberadaan perpustakaan, taman
| bacaian:atau sudut baca ditempat pelayanan
kesehatan, tefnpat penyelenggaraan
pendidikan, tenipat Ibadah, tempat
kerja/ perkantoran, ~ pusat perbelanjaan,

tempat pariwisata, tempat pemberhentian = -

transportasi umum dan hotel /apartemen;



- O .:'fKetua T1m Penggerak Pemberdayaan dan |
Kese;ahteraan Keluarga (PKK) melakukan
o vpembmaan dan pengawasan terhadap e e

L Kelompok Pendldlkan Anak Usia Dini

"'-I(pAUD) ‘dan Pembefdayaan  dan

) Kesejahteraan Keluarga (PKK) v
' (7')  Dalam melakukan pembmaan dan pengawasan,:;_ ;
| Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pnn81p—v

pnn31p koord1na31

Pasal 75

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan»‘

R f‘pengelolaan perpustakaan yang ~ be k, . r’naka";v e

R “'“pelaksanaan pembmaan dan pengawasan dllakukan‘

. o secara edukatxf profeswnal persuasﬁ dan repreS1f

Pasal 76

L (1) : Dalam rangka menunjang . kelancérari o

U pelaksanaan . pengawasan - sebagannana
e ‘:dlmaksud dalam Pasal 75 Bupat1 dapat :.

v'_-.'vmembentuk T1m Pengawasan Penyelenggaraanf e

. dan Pengelolaan Perpustakaan

@ Tm PengaWasan | Penyelenggaraan = darij o

»""f:[iPengelolaan | Perpustakaan - mempunyal o

= ’sebaga;mana d1maksud pada ayat (1) mempunyau o

: ’-,'_‘f"tugas

o a menyusun rencana kez;]a pelaksanaan

- ,‘:vpengawasan terhadap tempat dan fasﬂltas_ S

o umum;

b _”membantu Kepala Dmas dalam .

- mengmventarlsas1 perpustakaan umum

‘v'sekolah perpustakaan khusus taman :

o ",bacaan dan sudut baca yang belum masuk o

. s f data di Dmas, o o
R ”melaksanakan pengawasan 'tgrhadap" -

C tempat dan fasﬂltas umum dan o

3..



R

. q melaporkan pelaksanaan tugas T1m Kepada :“-: =

o Bupatl

e BAB xn |
N SANKSI ADMINISTRATIF

e Pasal'?? N o
Punpman atau penanggung Jawab tempat L

‘,""dan/ atau fasﬂltas ‘umum yang melanggar

o 2018 tentang Pernbmaan dan Pengembangan'-

- Perpustakaan dlbenkan sank31 adrmmstras1 S |

ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan

o Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun' A

"‘. berupa

L a. o penngatan

e b . :‘paksaan berupa kewajlban menyedlakanf ;

ﬁ;,perpustakaan, taman bacaan dan/atau.’

o e ;jpenutupan sementara keglatan dan/atau :v} o

o | d - ,Vdenda admmlstra31

@
o },:gayat (1) huruf a merupakan tmdakaﬂ awal:’.b.if ,‘

Penngatan tertuhs sebaga1mana dlmaksud Pada?

:‘Efvw'sebelum S dxkenakannya sanksrsanksy"‘v;}:‘j‘"-f-f*'

R admlmstrasx lamnya

BEREN ) I
:"»dan/atau fasﬂltas umum yang tidak - mematuhy L
B permgatan tertuhs sebaga.lmana dlmaksud pada', | |
; fayat (1) huruf a sebanyak 3 (tlga) kah berturut— |
i ‘v,‘“:"ﬁ:turut dalam tenggang waktu masmg-masmg 7  [': e
By "ﬂ”(tujuh) han kalender dlkenakan salah satu atau‘

leblh dan sanksx\ admmlstra31 sebagalmana D

Pu'nplnan atau penanggung Jawab tempat

‘dlmaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan

L huruf d.



-'admmlst.ram | sebagmmana dnnaksud pada_:,,-'

v’Pengenaan sa.nk31 adrmmstra& berupa paksaan, ‘:: o

= '.,'dan’ denda admn‘ustrasx ' serta jems denda-

- ayat (1) huruf b dan huruf d, dltetapkan dengan

}‘ 'Keputusan Bupat1 ~ setelah mendapat
e “"',perumbangan dan Kepala Dmas o : -
v (5) 'Denda admmlstraSI sebagmmana dlmaksud pada o
“}ayat (4) rnerupakan penenmaan Daerah dan . 3

R . = harus dlsetorkan ke Rekenmg Kas Umum Daerah

}‘Pelaksanaan kewenangan sebagaunana dlmaksud f
,,,."pada ayat (1) huruf a dan huruf c dllaksanakan’:" EER

B *:‘.Z"oleh Kepala Dmas

e 'administras1 kepada orang atau badan ‘yang
e ffmelanggar ketentuan sebagaJmana d1maksud
B _f»dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten ]

Pasal 78 L

Bupat1 berwenang v membenkan , sanks1

‘;"'Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentangv.'.v

Pembmaan dan Pengembangan Perpustakaan

@
e " - pada ayat (1] dllaksanakan oleh Kepala Dxnas
@

Pelaksanaan kewenangan sebagalmana dlrnaksud . .

J enis sanks1 adnnmstraS1 sebagalmana dlmaksud |

e pada ayat (1), berupa

'Ht‘a.’}; pencabutan Tanda Da.ftar Perpustakaan j' o

o mendasarkan pada benta acara pemenksaan S

':"-.‘fj‘,-dltempat atau  alat bukti lain  yang dapat?“«v“

’I‘aman Bacaan atau Sudut Baca, dan/ atau

o b _denda admlnlstra31

- Dalam o menerapkan sanks1 admmlstratlf -
| _sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) Kepala Dmas S

e fdxpertanggung]awabkan sebagal tmdak lanjut dari ;  -

" ?'pengawasan dan/ atau pengaduan



. | Dlundangkan d1 Karanganyar

o '(5) Pengenaan v denda admlnlstra51 sebagannana' ﬁ'

A chmaksud pada ayat (3) huruf b dltetapkan dengan».v SN

,‘.’-'Keputusan Bupatx setelah mendapat“’_:

| - - pertimbangan dari Kepala Dinas. N
l:(6)' Denda admxmstram sebagalmana dlmaksud padabf‘ .

e ayat (3) huruf b merupakan penerimaan Daerah - o

. dan harus dlsetorkan ke Rekemng Kas Umuml»
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